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Capaian Pembelajaran

Peserta mampu mengidentifikasi dan menganalisis 
layanan publik berbasis elektronik secara efektif dan 
efisien.



Pokok Bahasan

● Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
● Layanan Data Terbuka

 

● Layanan Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum (JDIH)

● Layanan Publik Sektor 1-3



Kriteria Umum Aspek Layanan 



Level 1
Layanan Berbasis Elektronik 
hanya memberikan layanan 
informasi terkait kegiatan 
pemerintah.

Kriteria: Informatif (satu arah)



Layanan Berbasis Elektronik memberikan layanan
interaksi terkait urusan pemerintahan

Fitur: pencarian informasi, pengunggahan
dokumen, dan pengunggahan dokumen.

Kriteria: Interaktif (dua arah)

Level 2



Level 3
Layanan Berbasis Elektronik memberikan 
layanan transaksi kepada pengguna

Fitur: transaksi basis data, validasi 
data, mekanisme persetujuan, dan 
analitik data.

Kriteria: Transaksi



Level 4
Layanan Berbasis Elektronik 
memberikan layanan 
kolaborasi dengan layanan 
elektronik lain, layanan sejenis 
IPPD lain, dan/atau layanan 
berbeda SPBE IPPD lain.

Kriteria: Kolaboratif

API
LOG INTEGRASI



Tanda Tangan
Elektronik

Level 5
Layanan Berbasis Elektronik 
telah dilakukan perbaikan 
berdasarkan hasil reviu dan 
evaluasi terhadap perubahan 
lingkungan, peraturan 
perundang-undangan, 
teknologi atau kebutuhan 
Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah.
Kriteria: Optimal

KOP SURAT

ISIAN HASIL REVIU

Judul Kegiatan Reviu

Tempat dan 
Tanggal

TTD
Pejabat

Tampilan Fitur 
Setelah Update

Tampilan Fitur 
Setelah Update

Dokumen Resmi Reviu
dan Evaluasi Aplikasi



Layanan 
Pengaduan 
Pelayanan Publik



Layanan Pengaduan Pelayanan Publik

Layanan Pengaduan Pelayanan Publik 
Berbasis Elektronik yang dimaksud 
merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) 
atau lebih aplikasi yang memberikan nilai 
manfaat dalam pengelolaan pengaduan 
pelayanan publik di Instansi Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah.

Pengaduan Pelayanan Publik adalah 
serangkaian proses untuk menghasilkan 
pengelolaan pengaduan pelayanan publik 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, 
efisien, dan akuntabel.



Layanan Pengaduan Pelayanan Publik
Data pendukung berupa

● dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
● screenshot layanan/sistem aplikasi,
● URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan 

password dummy disampaikan jika ada),
● video penggunaan aplikasi,
● daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
● arsitektur aplikasi,
● pengelolaan repositori API,
● unit kerja yang menangani manajemen layanan,
● dan bukti terkait lainnya.

Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
jenis dokumen.



Contoh Layanan Pengaduan Pelayanan 
Publik
• SP4N Lapor - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online 

Rakyat
• Dikembangkan bersama-sama oleh Ombudsman 

RI, KSP, Kementerian PANRB
• WiSE – Tempat pelaporan terintegrasi oleh Kemenkeu
• E Wadul

• Aplikasi pelaporan online oleh Surabaya
• Pengaduan Publik Lainnya– dikembangkan oleh

unit kerja/perangkat daerah



LAPOR – Layanan Pengaduan Publik KemenpanRB
PermenPAN RB 62/2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional



Studi Kasus : Integrasi berbagai media pengaduan dan SP4N LAPOR di Pemkot Surabaya



Contoh kasus – Level kematangan teknis layanan pengaduan publik 
TINGKAT 5 Sistem pengaduan publik dapat terus ditingkatkan dengan menyesuaikan 
terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi.

Memenuhi 
tingkat 4, adanya 
kolaborasi sistem



Data Dukung lainnya – berupa rekapan dan evaluasi tindak lanjut layanan pengaduan 
publik berbasis elektronik



Data Analisis Pengaduan dan Solusinya



Layanan Data 
Terbuka



Layanan Data Terbuka

Layanan Data Terbuka Berbasis Elektronik 
yang dimaksud merupakan keluaran yang 
dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang 
memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan 
data terbuka Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah Instansi Pusat dan/atau Pemerintah 
Daerah.

Data Terbuka (Open Data) adalah serangkaian 
proses untuk menghasilkan pengelolaan data 
terbuka Instansi Pusat/Pemerintah Daerah 
yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Data Terbuka = sekumpulan data yang dikelola 
oleh suatu instansi yang dapat dibagi pakai 
oleh Instansi lain.



Layanan Data Terbuka
Data pendukung berupa :

● dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
● screenshot layanan/sistem aplikasi,
● URL/alamat jika dapat diakses secara online (user dan 

password dummy disampaikan jika ada),
● video penggunaan aplikasi,
● daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
● arsitektur aplikasi,
● pengelolaan repositori API,
● unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
● bukti terkait lainnya.

Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu)
jenis dokumen.



LAYANAN DATA TERBUKA BERBASIS ELEKTRONIK Data dukung:
▪ Manual book

▪ Screenshot berjenjang level 1-5

▪ Tidak hanya menyertakan
halaman login

▪ Screenshot setiap proses
penggunaan aplikasi



Open Data Pemprov Jawa Barat



Jakarta Open Data



Open Data Kota Bandung



Layanan Jaringan 
Dokumentasi dan 
Informasi Hukum 
(JDIH)



Layanan Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum (JDIH)

Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi 
Hukum Berbasis Elektronik yang dimaksud 
merupakan keluaran yang dihasilkan 1 (satu) 
atau lebih aplikasi yang memberikan nilai 
manfaat dalam pengelolaan jaringan 
dokumentasi dan informasi hukum Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah Instansi Pusat 
dan/atau Pemerintah Daerah.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 
adalah serangkaian proses untuk 
menghasilkan pengelolaan jaringan 
dokumentasi dan informasi hukum Instansi 
Pusat/Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, 
dan akuntabel.



Layanan Jaringan Dokumentasi dan 
Informasi Hukum (JDIH)

Data pendukung berupa :
● dokumentasi penggunaan layanan/sistem aplikasi,
● screenshot layanan/sistem aplikasi,
● URL/alamat jika dapat diakses secara online (user
● dan password dummy disampaikan jika ada),
● video penggunaan aplikasi,
● daftar layanan dan fitur sistem aplikasi,
● arsitektur aplikasi,
● pengelolaan repositori API,
● unit kerja yang menangani manajemen layanan, dan
● bukti terkait lainnya.

Data Pendukung dapat disampaikan lebih dari 1 (satu) jenis 
dokumen.



LAYANAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK
Data dukung:
▪ Manual book

▪ Screenshot berjenjang level 1-5

▪ Tidak hanya menyertakan
halaman login

▪ Screenshot setiap proses
penggunaan aplikasi



Data JDIH yang terintegrasi ke JDIH Nasional



Data JDIH yang terintegrasi ke JDIH Nasional



Tingkat 3 - Sistem JDIH menyediakan layanan transaksi dimana pengguna dapat 
mengunggah informasi terkait hukum, dan sistem dapat merespon kepada pengguna 
seperti validasi informasi produk hukum dan validasi dokumen digital produk hukum.



Layanan Publik 
Sektor 1-3



Layanan Publik Sektor 1-3

Layanan Publik Sektor Berbasis Elektronik 
yang dimaksud merupakan keluaran yang 
dihasilkan 1 (satu) atau lebih aplikasi yang 
memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan 
Layanan Publik Sektoral Instansi Pusat/ 
Pemerintah Daerah Instansi Pusat dan/atau 
Pemerintah Daerah.

Layanan Publik Sektor adalah serangkaian 
proses untuk menghasilkan pengelolaan tugas 
dan fungsi sektoral Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.



Contoh Layanan Publik selain layanan 
pada indikator 32 – 44

1. Administrasi
● Kemenkeu (DJP Online)
● Kota Banjarmasin (Palui- Administrasi Kependudukan Terpadu)
● Kota Surabaya (SSW - Surabaya Single Window)

2. Jasa
● Kab Tangerang (Tax Shopping, Perpajakan terintegrasi dengan sektor swasta)
● Kota Balikpapan (SIMRS - Sistem Rumah sakit terpadu)

3. Barang
● KemenKominfo (Sistem Informasi Manajemen Spectrum)
● LAPAN (Pelayanan Data Penginderaan Jarak Jauh)



Layanan Perijinan Satu Pintu



Layanan Pembayaran Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)



Terima Kasih


